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EKONOMI. Bidang Usaha Penanaman Modal.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 dan

Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan

Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA
PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan
usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang
atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam
negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Koperasi adalah koperasi sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro,
usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan
usaha yang melakukan Penanaman Modal yang

dapat berupa penanam modal dalam negeri atau
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penanam modal asing.

Usaha Besar adalah skala usaha sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
adalah  mengklasifikasikan  aktivitas/kegiatan
ekonomi Indonesia yang menghasilkan
produk/output, baik berupa barang maupun jasa,
berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang
digunakan sebagai acuan standar dan alat
koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi

penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan
Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:

a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman

Modal; atau
b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah Pusat.

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk
Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak
dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha
yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan
yang bersifat pelayanan atau dalam rangka
pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis

dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan
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dengan pihak lainnya.

Pasal 3

Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:

a. Bidang Usaha prioritas;

b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau
kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;

c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu,;
dan

d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam

Modal.

Pasal 4
Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Bidang

Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:

a. program/proyek strategis nasional;

b. padat modal;

c. padat karya;

d. teknologi tinggi;

e. industri pionir;

f. orientasi ekspor; dan/atau

g. orientasi dalam kegiatan penelitian,

pengembangan, dan inovasi.

Daftar Bidang Usaha prioritas yang memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha  Indonesia, cakupan  produk, dan
persyaratan tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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meliputi lebih dari satu kegiatan usaha, ketentuan
mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I hanya berlaku bagi Bidang
Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha
tersebut.

Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada
Bidang Usaha yang tercantum dalam daftar Bidang
Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan:

a. insentif fiskal; dan/atau

b. insentif nonfiskal.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a terdiri atas:

a. insentif perpajakan yang meliputi:

1. pajak penghasilan untuk Penanaman
Modal di bidang-bidang usaha tertentu
dan/atau di daerah-daerah tertentu (tax
allowance);

2. pengurangan pajak penghasilan badan
(tax holiday); atau

3. pengurangan pajak penghasilan badan
dan fasilitas pengurangan penghasilan
neto dalam rangka Penanaman Modal
serta pengurangan penghasilan bruto
dalam rangka kegiatan tertentu
(investment allowance), meliputi:

a) pengurangan penghasilan neto atas
Penanaman Modal baru atau
perluasan usaha pada Bidang Usaha
tertentu yang merupakan industri
padat karya; dan/atau

b) pengurangan penghasilan bruto atas
penyelenggaraan kegiatan praktik
kerja, pemagangan dan/atau
pembelajaran dalam rangka
pembinaan dan = pengembangan

sumber daya manusia berbasis
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